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Abstraksi: Penelitian ini membahas tentang efektifitas Peraturan Walikota Blitar 
Nomor 8 Tahun 2012 terkait tes kemampuan agama Islam Dalam Penerimaan 
Siswa Tingkat SMP dan SMA. Tes kemampuan agama Islam tersebut merupakan 
upaya dari pemerintah daerah Kota Blitar dalam peningkatan kualitas di bidang 
pendidikan agama. Tujuan dilaksanakan tes tersebut adalah peningkatan keimanan 
dan ketaqwaan peserta didik sesuai ajaran agamanya dan peningkatan perilaku, 
sikap, dan tingkah laku yang baik kepada peserta didik. Penelitian ini 
menganalisis sejauh mana efektifitas pelaksanaan tes kemampuan agama Islam di 
Kota Blitar dalam pencapaian tujuan yang terdapat pada Peraturan Walikota Blitar 
Nomor 8 Tahun 2012 tersebut. 
Abstraction: this research discuss regulation about the effectiveness of the mayor 
of blitar number 8 2012 related tests the ability of the religion of islam in receipt 
of junior high student and high school.Tests the ability of the religion of islam is 
an effort from the regional government in the city of blitar quality improvement in 
the education sector religion.The purpose of implemented the test was increased 
faith and learners obediently appropriate his religious teachings and the increase 
in behavior attitude, and behaviors that good to learners.This research analyze 
the extent to which test the effectiveness of the implementation of the ability of the 
religion of islam in the town of blitar in the achievements of the purpose of which 
is found in blitar regulation mayor number 8 the year 2012. 
Kata Kunci: efektifitas, tes kemampuan agama Islam 
 
PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan salah satu bidang urusan pemerintah pusat maupun 
daerah yang menjadi prioritas, dimana bidang pendidikan merupakan faktor 
penentu perkembangan sumber daya manusia. Terlebih lagi bahwa bidang 
pendidikan memiliki anggaran yang besar yaitu diatas 20 persen sesuai dengan 
amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:  
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara 
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serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional.1 
Selanjutnya Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 menyatakan 
bahwa 
Pemerintah mengusahakan dan meyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dalam undang-undang.2 
Bunyi pasal tersebut merupakan suatu ketentuan yang mendasari peran 
pemerintah untuk berkewajiban meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 
akhlak mulia yaitu dengan mengintegrasi hal tersebut dalam satu sistem 
pendidikan. 
Purwo Santoso menekankan bahwa desentralisasi ditandai dengan peran 
yang lebih besar dari pemerintah daerah atau local state. Kewenangan-
kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah ini diharapkan dapat 
mempermudah pelayanan publik. Pada konteks pelayanan publik inilah, dengan 
wewenang yang lebih luas pemerintah daerah diharapkan mampu membuat 
kebijakan yang responsif untuk memenuhi hak-hak dasar warga, termasuk hak 
atas pendidikan.3 
Masyarakat dengan kepentingan yang sesuai dengan kekhasan agama, 
lingkungan sosial dan budaya berhak meyelenggarakan pendidikan baik formal 
maupun non formal seperti yang tercantum pada pasal 55 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
yang berbunyi  
Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis 
masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan 
                                                          
1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 
2 Ibid 
3 Supriyanto Abdi dkk, Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era 
Otonomi Daerah: Analisis Situasi Di Tiga Daerah, Yogyakarta, 2009, hlm 70 
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kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan 
masyaraka.4 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama 
Dan Pendidikan Keagamaan mengamanatkan bahwa pada setiap satuan 
pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib 
meyelenggarakan pendidikan agama, tepatnya pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi 
“Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib 
menyelenggarakan pendidikan agama”.5 Kewajiban pendidikan agama tersebut 
tentunya menjadi poin penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan 
pendidikan di daerah kewenangannya. 
Pemerintah Kota Blitar dalam menjalankan amanat urusan di bidang 
pendidikan agama mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Walikota Nomor 8 
Tahun 2012 Tentang Pelaksanakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan 
Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK. Peraturan Walikota tersebut menjadi dasar 
pelaksanakan tes kemampuan agama Islam yang sudah berlangsung 3 kali di Kota 
Blitar. Tujuan dari pelaksanakan tes kemampuan agama Islam tersebut adalah 
peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik sesuai ajaran agamanya dan 
peningkatan perilaku, sikap, dan tingkah laku yang baik kepada peserta didik 
sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 
Sesuai dengan tahapan dan tata cara tes kemampuan agama setiap peserta 
didik wajib memiliki sertifikat tes kemampuan agama Islam dimana sertifikat 
tersebut digunakan sebagai salah satu syarat agar peserta didik diterima di sekolah 
yang akan dituju baik SMP maupun SMA/ SMK. Hasil dari tes kemampuan 
agama Islam bukan lulus atau tidak lulus melainkan dikategorikan dengan 
beberapa tingkatan nilai.6 Hasil tes kemampuan agama yang hanya dikategorikan 
                                                          
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4301. 
5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan 
Keagamaan. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4769. 
6 Hasil Wawancara Pra-Survey dengan Bapak Muhamad Salim Pengurus Lembaga Pengembangan 
Tilawatil Qur’an Kota Blitar pada 7 Oktober 2014 
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dengan beberapa kategori nilai kurang memberikan dorongan pada peserta didik 
untuk melaksanakan tes kemampuan agama Islam secara maksimal karena peserta 
didik masih menganggap tes tersebut hanya sebagai syarat yang pada hasilnya 
peserta didik pasti dinyatakan lulus.7 Dalam hasil wawancara pra survey dengan 
Ibu Amin guru pendidikan agama islam SMAN 1 Blitar hasil dari tes kemampuan 
agama masih dirasa kurang, dari keseluruhan siswa-siswi kelas X yang beragama 
islam yang dikategorikan baik dalam membaca Al Qur’an jika diprosentase masih 
berkisar kurang dari 50%, dan juga masih ditemukan siswa kelas X yang belum 
bisa membaca Al Qur’an.8 
Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkatnya 
dengan judul “Efektifitas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 
Terkait Tes Kemampuan Agama Islam Dalam Penerimaan Siswa Tingkat 
SMP dan SMA” 
 
PERMASALAHAN 
1. Bagaimana efektifitas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 
terkait tes kemampuan Agama Islam dalam penerimaan siswa tingkat 
SMP dan SMA? 
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tes kemampuan Agama 
Islam dalam penerimaan siswa tingkat SMP dan SMA di Kota Blitar? 
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam peningkatan efektifitas 
Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 terkait tes kemampuan 
Agama Islam dalam penerimaan siswa tingkat SMP dan SMA? 
 
PEMBAHASAN 
                                                          
7 Hasil Wawancara Pra-Survey dengan Bapak Purwanto Kepala Sekolah SDN Karangsari 3 pada 
30 Oktober 2014 
8 Hasil Wawancara Pra-Survey dengan Ibu Amin Pengajar Mata Pelajaran Agama Islam SMAN 1 
Blitar pada 31 oktober 2014. 
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Metode Penelitian 
Penulisan karya tulis ini menggunakan metode empiris dengan metode 
pendekatan Yuridis Sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis 
akan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data deskriptif analisis yaitu 
prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang 
diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi kepustakaan yang 
kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan sesuai 
dengan permasalahan. 
Hasil dan Pembahasan 
Efektifitas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Tes 
Kemampuan Agama Islam Dalam Penerimaan Siswa Tingkat SMP dan 
SMA. 
Peraturan kepala daerah Nomor 8 Tahun 2012 tersebut menjadi dasar 
dilaksanakannya tes kemampuan agama Islam untuk peserta didik yang akan 
memasuki jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat. Tes Kemampuan Agama 
Islam sampai pada saat ini sudah terlaksana untuk ketiga kalinya yaitu pada tahun 
2012, 2013, dan 2014. Tujuan dari dilaksanakan tes kemampuan agama Islam 
adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik di Kota Blitar 
serta mendorong untuk peningkatan perilaku, sikap, dan tingkah laku yang lebih 
baik. Peraturan kepala daerah tersebut dapat dikatakan efektif bilamana tujuan 
dari pelaksanaan tes kemapuan agama Islam tersebut dapat tercapai. Efektifitas 
hukum akan tercapai apabila faktor-faktor yang mempengaruhi berdampak positif 
atau mendukung hukum yang telah diberlakukan.9 
                                                          
9 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 
Press,Jakarta,2004, hlm l8 
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 Tolok ukur dari efektifitas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 
terkait tes kemampuan agama Islam dalam penerimaan siswa tingkat SMP dan 
SMA dapat dilihat atau dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu: 
1. Peraturan 
Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 
Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Siswa Tingkat SMP Dan 
SMA/ SMK di Kota Blitar menjadi dasar dilaksanakannya tes 
kemampuan agama Islam. Tes kemampuan agama Islam berdasarkan 
peraturan walikota tersebut merupakan tahapan yang wajib dilalui 
peserta didik SD dan SMP atau yang sederajat di Kota Bltar untuk 
melanjutkan pada sekolah-sekolah negeri Kota Blitar ditingkat SMP 
dan SMA atau yang sederajat. Hasil dari tes kemampuan agama Islam 
adalah berupa sertifikat yang diterima oleh peserta tes yang 
dikategorikan dalam beberapa nilai dan keseluruhan peserta tes tersebut 
dinyatakan lulus. Alasan untuk tidak mengkategorikan kelulusan dalam 
hasil tes kemampuan agama Islam adalah agar tidak membebani para 
peserta didik dimana peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi juga dihadapkan pada Ujian Nasional.10 
2. Aparat Hukum 
LPTQ merupakan lembaga pelaksana dalam tes kemampuan agama 
Islam. Beberapa upaya telah dilakukan oleh LPTQ sebagai aparat hukum 
atau penyelenggara dalam pelaksanaan tes kemampuan agama Islam untuk 
mencapai tujuan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 
Tahun 2012. LPTQ dalam menindak lanjuti hasil tes kemampuan agama di 
Kota Blitar adalah dengan mengintruksikan kepada sekolah-sekolah di 
Kota Blitar untuk mengklasifikasikan para siswa-siswinya berdasarkan 
hasil tes kemapuan agama Islam yang telah diperoleh, yang selanjutnya 
LPTQ menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga pembelajaran Al 
Qur’an atau TPQ di kota Blitar untuk memberikan pembelajaran tambahan 
                                                          
10 Hasil Wawancara Survey dengan Bapak Muhamad Salim Pengurus Lembaga Pengembangan 
Tilawatil Qur’an Kota Blitar pada Kamis 8 Januari 2015 
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bagi peserta didik yang diklasifikasikan dalam nilai yang rendah. Upaya 
LPTQ dalam peningkatan kualitas penguji tes kemampuan agama Islam 
yaitu dengan melakukan seleksi yang lebih ketat dan penataran secara 
berkala. Profesional para penguji juga merupakan salah satu faktor yang 
pelaksanaan tes kemampuan agama Islam menjadi lebih baik. Upaya lain 
yang dilakukan LPTQ adalah mengadakan rapat kordinasi bersama guru 
pendidikan agama Islam sekolah-sekolah di Kota Blitar untuk menentukan 
materi tes kemampuan agama Islam dimana dengan rapat koordinasi 
tersebut LPTQ dapat mengetahui perkembangan materi yang akan 
diujikan.11 
3. Pelaksanaan 
Pelaksanaan tes kemampuan agama Islam di Kota Blitar sampai saat ini 
sudah berjalan untuk ketiga kalinya. Secara umum pelaksanaan tes 
kemampuan agama Islam sudah berjalan dengan baik namun tentunya 
masih ada beberapa permasalahan. Salah satu contoh permasalahan 
adalah terkait peningkatan korodinasi dengan sekolah-sekolah swasta 
yang berbasis agama non Islam di Kota Blitar dimana LPTQ dituntut 
untuk peran yang lebih aktif dalam menjaring siswa-siwi yang 
beragama Islam pada sekolah tersebut sehingga tes kemampuan agama 
Islam tidak menghambat siswa-siswi tersebut dalam melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam mengatasi 
permasalahan tersebut LPTQ membuat jadwal tersendiri bagi peserta 
tes yang berasal dari sekolah-sekolah swasta non Islam di Kota Blitar. 
Pelaksanaan tes kemampuan agama Islam untuk peserta tes yang 
berasal dari sekolah-sekolah swasta non Islam di Kota Blitar 
dilaksanakan di Kantor LPTQ.12 
4. Kondisi Masyarakat 
Penerapan Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Siswa 
                                                          
11 Ibid 
12 Ibid 
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Tingkat SMP Dan SMA/ SMK di Kota Blitar sebagai dasar pelaksanaan 
tes kemampuan agama Islam akan berjalan baik apabila diterima oleh 
masyarakat. Masyarakat di Kota Blitar secara umum dan secara khusus 
adalah peserta didik sebagai pihak yang diwajibkan melalaksanakan tes 
kemampuan agama Islam mendukung kebijakan pemerintah Kota Blitar 
tersebut dimana sedikit banyak tes kemampuann agama Islam 
mendorong peserta didik untuk lebih mempelajari agama Islam. Hal 
tersebut dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi peserta didik atau 
siswa-siswi di Kota Blitar dalam keikutsertaan pada pendidikan 
keagamaan non formal yaitu TPQ. Sesuai data yang diperoleh dari 
Kantor Kementerian Agama peserta TPQ di Kota Blitar secara 
keseluruhan pada Tahun 2012 berjumlah 3.114 santri, pada tahun 2013 
peserta TPQ di Kota Blitar meningkat menjadi 4.725 santri, dan di 
tahun 2014 menjadi 7.171 santri. Peningkatan jumlah peserta TPQ 
tersebut tentunya juga efek dari adanya tes kemampuan agama Islam di 
Kota Blitar, dimana lembaga pendidikann agama non formal yang 
dalam hal ini TPQ menjadi pilihan dalam persiapan para peserta didik 
di Kota Blitar untuk menghadapi Tes Kemampuan Agama Islam. 13 
Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama Islam 
Dalam Penerimaan Siswa Tingkat SMP Dan SMA Di Kota Blitar. 
Secara keseluruhan pelaksanaan tes kemapuan agama Islam ini telah 
berjalan dengan baik tetapi dalam pelaksanannya masih terdapat beberapa kendala 
yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi antara lain: 
1. Kompetensi Penguji Tes Kemampuan Agama Islam.14 
Tes kemampuan agama Islam di Kota Blitar dilaksanakan di masing-
masing sekolah dimana di setiap sekolah tersebut di bebankan pada 1 
sampai 2 orang penguji yang telah ditunjuk LPTQ. Para penguji dalam 
melaksanakan tugasnya sudah dibekali baik materi maupun teknis 
                                                          
13 Ibid 
14 Ibid 
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penilaian. Namun keseluruhan penilaian tetap diserahkan pada kebijakan 
penguji. Sehingga pada hasilnya ada beberapa sekolah yang mengadu 
perihal kompetensi penguji dimana penguji tersebut terlalu mahal dalam 
mengeluarkan nilai kepada para peserta tes. Hal tersebut akan berpotensi 
adanya permasalahan dimana tes kemampuan dimana persiapan yang telah 
dilakukan baik dari sekolah maupun individu-individu peserta tes akan 
dirasa percuma jika kompetensi penguji tidak cukup baik. Kompetensi dari 
beberapa penguji ini tentunya sangat penting dalam peningkatan hasil tes 
kemampuan agama tersebut, yang pada akhirnya pelaksanaan tes 
kemampuan agama Islam dalam dilaksanakan secara optimal. 
2. Waktu Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama Islam.15 
Tes Kemampuan Agama Islam dilaksanakan secara serentak di seluruh 
sekolah di Kota Blitar. Waktu pelaksanaan tersebut dilasanakan pada bulan 
maret. Pada pelaksanaan tes kemampuan agama Islam yang ditetapkan 
pada bulan tersebut masih ditemukan adanaya benturan waktu dengan 
beberapa kegiatan Kelas VI atau Kelas IX terkait persiapan Ujian Nasional 
ataupun kegiatan ujian Praktek. Dari benturan waktu anatara jadwal 
pelaksanaan tes kemampuan agama Islam dan kegiatan-kegiatan di 
beberapa sekolah tersebut menyebabkan pelaksanaan tes kemampuan 
agama Islam menjadi kurang optimal dan juga berpengaruh pada kesiapan 
para peserta tes yang pada akhirnya berpengaruh pada hasil tes yang akan 
diperoleh. 
3. Kurangnya partisipasi aktif dari beberapa guru pengajar pendidikan 
Agama Islam.16 
Peran guru pengajar pendidikan agama Islam di setiap sekolah sangatlah 
penting dalam persiapan peserta didik dalam menghadapi tes kemampuan 
agama Islam dan penentuan materi yang akan diujikan peserta didiknya. 
Keseluruhan guru pengajar pendidikan Agama Islam di Kota Blitar 
mendukung adannya tes kemampuan agama Islam ini namun peran 
keaktifannya belum menyeluruh. Beberapa guru pengajar pendidikan 
                                                          
15 Ibid 
16 Ibid 
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Agama Islam dalam rapat kordinasi dengan LPTQ bersikap pasif sehingga 
persiapan yang akan dilaksanakan dalam menghadapai tes kemampuan 
agama Islam kurang optimal dan materi yang diujikan di beberapa sekolah 
tidak sesuai dengan kemampuan peserta tes tersebut. 
Upaya Yang Dilakukan Dalam Peningkatan Efektifitas Peraturan Walikota 
Blitar Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Tes Kemampuan Agama Islam Dalam 
Penerimaan Siswa Tingkat SMP Dan SMA. 
Dalam hal ini upaya yang dilakukan LPTQ dalam mengatasi kendala 
dalam pelaksanaan tes kemampuan Agama Islam yang dihadapi antara lain: 
1. Peran penguji tes dalam pelaksanaan tes kemampuan agama Islam 
sangatlah penting. Penguji tes menjadi salah satu faktor penentu baik 
buruknya hasil tes para peserta, dimana kompetensi penguji harus 
maksimal hasil untuk pencapaian hasil tes yang baik yang sesuai dengan 
kemampuan peserta. Untuk peningkatan kompetensi para penguji tes 
LPTQ melakukan beberapa upaya diantaranya, lebih memperketat proses 
seleksi para penguji untuk tes kemampuan Agama Islam yang akan datang. 
Salah satu poin tambahan yang akan diterapkan dalam proses seleksi untuk 
calon penguji tes yang akan datang adalah pengalaman mengajar di 
lembaga pendidikan agama baik formal maupun non formal (TPQ/Madin) 
sekurang-kurangnya 1 tahun. Poin tersebut menjadi syarat tambahan calon 
penguji tes kemampuan Agama Islam di Kota Blitar. Upaya lain yang akan 
dilakukan LPTQ adalah tambahan waktu diklat bagi penguji yang sudah 
lolos seleksi, dimana sejauh ini yang sudah berjalan diklat dilaksanakan 
dalam 2 hari. Untuk kedepannya diklat akan dilaksanakan dalam 3 hari, 
untuk 1 hari tambahan adalah proses simulasi tes kemampuan agama Islam 
dimana penguji akan dihadapkan pada situasi tes dan bagaimana penguji 
memberikan nilai. Dari proses simulasi tersebut LPTQ dapat mengevaluasi 
kompetensi para penguji tes kemampuan agama Islam dan menindaklanjuti 
penguji yang dirasa kompetensinnya kurang.17 
                                                          
17 Ibid 
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2. Pelaksanaan tes kemampuan agama Islam yang sudah berjalan selama ini 
dilakukan dalam satu waktu dengan tujuan efektifitas waktu dan proses 
pengolahan hasil tes. Jadwal pelaksanaan tes tersebut telah ditetapkan 
LPTQ satu bulan sebelum tes kemampuan agama Islam tersebut 
dilaksanakan. Dalam pelaksanakannya masih juga terjadi benturan waktu 
antara tes tersebut dengan kegiatan-kegiatan akhir peserta didik kelas VI 
dan Kelas IX baik kegaiatan persiapan ujian nasional seperti try out atau 
ujian praktek akhir sekolah. Dalam mengatasi permasalahan tersebut 
LPTQ melakukan kordinasi yang lebih intensif dengan dinas pendidikan 
Kota Blitar sebagai dinas yang menaungi sekolah umum negeri dan 
kementerian agama Kota Blitar sebagai lembaga yang menaungi sekolah 
Islam Negeri  untuk mengkosongkan jadwal kegiatan sekolah bagi kelas 
VI  maupun kelas IX  pada hari yang telah ditentukan LPTQ sebagai 
jadwal pelaksanaan tes kemampuan agama Islam.18 
3. Materi tes kemampuan agama Islam ditentukan dalam rapat kordinasi 
antara LPTQ, kantor kementerian agama Kota Blitar, dinas pendidikan 
Kota Blitar, dan Guru-guru pengajar pendidikan Agama Islam. Materi 
yang diujikan pada tiap tahunnya disesuaikan dengan hasil evaluasi dan 
pengembangan yang dibahas pada rapat kordinasi tersebut. Peran guru 
pengajar pendidikan agama Islam sangatlah penting dimana guru tersebut 
merupakan pihak yang paling mengerti kemampuan calon peserta tes 
kemampuan agama Islam. Sejauh ini masih ditemukan beberapa guru yang 
masih pasif dalam laporan evaluasi dimana laporan tersebut yang akan 
dijadikan acuan dalam penentuan materi yang akan diujikan. Hal tersebut 
membuat persiapan para calon peserta tidak maksimal sehingga hasil yang 
diperolehpun menjadi tidak maksimal. Upaya yang dilakukan LPTQ dalam 
mengatasi permasalahan ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan 
sosialisasi para guru-guru pengajar pendidikan agama Islam akan 
pentingnya laporan evaluasi yang menjadi acuan dalam penetuan materi 
tes kemampuan agama Islam.19 
                                                          
18 Ibid 
19 Ibid 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala dan belum bisa terselesaikan 
terkait pelaksanaan tes kemampuan Agama Islam ini tetapi pada dasarnya 
pelaksanaan tes tersebut sudah efektif.  
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tes kemampuan agama islam 
antara lain: 
a. Kompetensi penguji tes kemampuan Agama Islam dimana 
beberapa penguji tes masih kurang. 
b. Waktu pelaksanaan tes kemampuan Agama Islam yang berbenturan 
c. Kurangnya partisipasi aktif dari beberapa guru pengajar pendidikan 
Agama Islam 
3. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan efektifitas Peraturan Walikota 
Blitar Nomor 8 Tahun 2012 terkait pelaksanaan tes kemampuan agama 
Islam diantarannya: 
a. Memperketat proses seleksi para penguji untuk tes kemampuan 
Agama Islam. 
b. Melakukan kordinasi yang lebih intensif dengan dinas pendidikan 
Kota Blitar  
c. Melakukan sosialisasi kepada guru-guru pengajar pendidikan 
agama Islam  
Saran 
1. Pemerintah Kota Blitar seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap 
pelaksanaan tes kemampuan Agama Islam yang didasarkan pada Peraturan 
Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 agar kedepannya tujuan Peraturan 
tersebut dapat tercapai. 
2. Kordinasi LPTQ dengan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan 
pelaksanaan tes kemampuan agama Islam harus ditingkatkan karena hal 
tersebut merupakan kunci maksimalnya pelaksanaan tes tersebut. 
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